KOTA PANGKAL PINANG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 050 /2% /KEP/DPPPAKB/V/2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025 - 2029

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota
Pangkal Pinang;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);




Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang
Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6949j;

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6987;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4698);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 19);

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah
Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal

Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024
Nomor 46);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

15. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 07
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 {Lembaran
Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 51);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 01
Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 Nomor 63);

17. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023 Nomor 182});

18. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2026
tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang
Tahun 2026 Nomor 323).

MEMUTUSKAN:

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang
Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mengacu kepada Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029.



KETIGA : Indikator Kinerja Utama menjadi acuan kinerja yang digunakan
untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun
perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta

evaluasi pencapaian kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 12 Mei 2026

a.n. WALI KOTA PANGKAL PINANG
KEPALA ,DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

e‘\w*="f"“'flsﬁcjrl‘ltx PANGKAL PINANG,

NRTs  AGUSTU AFENDI, M.Si
A "PEMBINA UTAMA MUDA IV/c
NIP. 19670809 199403 1 004



Lampiran | : Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang

Nomor 050 /2% /KEP/DPPPAKB/V/2026
Tanggal 112 Mei 2026
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029
TARGET
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA FORMULA PENGHITUNGAN SATUAN KETERANGAN
2025 2026 2027 2028 2029 2030
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak, Kualitas
Keluarga dan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat serta Indikator Tujuan 1 : Indeks/
1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan |indeks ketimpangan gender el FaiinGin YK TN ol BFR Point g . i Pugel 0208 e
Pembangunan dan Penegakan Intergritas
Indikator Sasaran 1 z : ;
Indeks pernberdayaen gender (IDG) Hasil Perhitungan yang dikeluarkan oleh BPS Indeks 65,50 65,60 65,72 65,84 65,96 66,08
Sasaran 1 Indikator Sasaran 2
Meningkatnya pemberdayaan perempuan Tingkat partisipasi angkatan kerja Hasil Perhitungan yang dikeluarkan oleh BPS Persen 53,71 55,39 55,95 56,5 57,06 57,62
dalam partisipasi pembangunan perempuan
Indikator Sasaran 3 Jumlah perempuan korban kekerasan/Jumlah
Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan penduduk perempuan x 100% Persen 0,047 0,046 0,05 0,043 0,04 0,033
; Hasil Penilaian yang dikeluarkan oleh
:n:ikkator I;f"l:n ¢ ok Kementerian Pemberdayaan Perempuan Indeks 67,70 67,75 67,80 67,85 67,90 67,95
i Perlindungan Anak
Sasaran 2 . Hasil Penilaian yang dikeluarkan oleh
: ’ Indikator Sasaran 1 : ! 501 550 600 610 620 640
Tergenghmya upaya perlindungan dan Predikat Kota Layak Anak Kementerian Pgmberdayaan Perempuan Predikat (Pratama) | (Pratama) | (Pratama) | (Madya) | (Madya) | (Madya)
penjaminan hak anak Perlindungan Anak




Hasil Perhitungan yang dikeluarkan oleh
s g smm TR Kementerian Kependudukan dan "l',‘:'::"’ ns | ™ s | 5 | 5| 78
P 9 Pembangunan Keluarga
Indikator Sasaran 1 Hasil Perhitungan yang dikeluarkan oleh Rata -
Angka kelahiran total (TFR) Per WUS  (15] Kementerian Kependudukan dan Pembangunan |Rata Anak| 2,18 217 2,16 2,15 2,14 2,13
49 tahun) Keluarga Per Wanita|
sty S 2 T L
Sasaran 3 Persentase Penurunan Keluarga Berisiko | . . - : Persen 0,13 2 2 2 2 2
Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan Stunting ini*Jumlah keluarga berlszm stunting tahun lalu x
pengendalian jumlah penduduk 100%
Indikator Sasaran 3 Jumlah Kelurahan dengan Lembaga
Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kemasyarakatan yang Aktif dalam Upaya
Kelurahan yang Akiif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera/Jumlah total rEsey L 100 1% 100 10 160
Peningkatan Keluarga Sejahtera kelurahan x 100%
Indikator Tujuan 4
Hasil Penjaminan Kualitas Manajemen Hasil penilaian BPKP Level 3 3 3 3 3 3
Risiko Indeks (MRI) Perangkat Daerah
Sasaran 4 Indikator Sasaran 1
Terlaksananya Implementasi Kebijakan SPIP  |Persentase Penyelesaian Rencana Tindak Hasil penilai K kal Pi "
secara Terintegrasi, Komprehensif dan Lanjut Pengendalian (RTP) Perangkat il arikalary rapiekioral Ko Panglal Finarg % L 0 100 L LU L
Sistematis Daerah

an. WALI KOTA PANGKAL PINANG
KEPALA¢ DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Wrs. AGUSTU AFENDI, M.Si
" “PEMBINA UTAMA MUDA, IVic
NIP. 19670809 199403 1 004




Lampiran Il : Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang
Nomor - 050 13 [KEP IDPPPAKBNVI2026
Tanggal 12 Mel 2026

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029

TARGET KONDISI
TUJUAN SASARAN PROGRAM OUTCOME INDIKATOR KINERJA FORMULA PENGHITUNGAN SATUAN RI‘E‘I!::;:A
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak,
Kualitas Keluarga dan Meningkatnya Pemberdayaan indikator T 1 Indeks/
Masyarakat serta Meningkatnya Efektivitas I: o k’.ﬂ“l“‘“ 53 Hasil Perhitungan yang dikeluarkan oleh BPS | " t°" 0220 | o208 | o208 | 0207 | o206 | 0205 | 0205
Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SR gaacr
Pembangunan dan Penegakan Intergritas
Sasaran 1
Meningkatnya pemberdayaan Indikator Sasaran 1 .
perempuian dalam partisipasi indeks pemberdayssn gender (DG) Hasil Perhitungan yang Dikeluarkan oleh BPS{ Indeks 65,50 65,60 65,72 65,84 65,96 66,08 66,08
pembangunan
Jumiah Perangkat Daerah yang mengunakan
) Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Data Terpilah Gender dan
grc:grgr: :en%ei:I::nf — gz:;'igkgtny: Pimanfaatan bata Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan % 5 7 9 1 "
B oI G 9r.gan.Ang fatau penyusunan Kebijakan fatau penyusunan Kebijakan / Total Keseluruhan
Perangkat Daerah x 100%
|Indikator Sasaran 2
Tingkat partisipasi angkatan kerja Hasil Perhitungan yang Dikeluarkan oleh BPS | Persen 53,7 55,39 55,95 56,5 57,06 57,62 57,62
perempuan
Meningktanya Kualitas dan ; .
Program Pengarusutamaan B ) Jumlah ARG pada Belanja Operasi dan Modal
Gender dan Pembordayaan gfekl’;““as ﬁe”"e'e“ggiﬁa” Fag P:Frfg"‘asa Anggaran Responsif Gender | »opr / jimiah Seluruh Anggaran pada Belanja | % 35 36 37 38 | 39 40 40
Perempuan . ST ST oD (ARS) Operasi dan Modal APBD x 100%
Pembangunan
Indikator Sasaran 3
5 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan/Jumlah
Prevalensi Kekerasan Terhadap Penduduk Perempuan x 100% Persen 0,047 0,046 0,045 0,043 0,041 0,039 0,039
Perempuan
Jumiah Perempuan Korban Kekerasan
' Persentase Perempuan Korban dan TPPQ yang Mendapatkan Layanan
E;org:n:l::dmdungan Ir:r:nmm;f Kekerasan Terhadap Kekerasan dan TPPO yang Komprehensif / Jumiah Perempuan Korban % 100 100 100 100 100 100 100
P pu Mendapatkan Layanan Komprehensif Kekerasan
I dan TPPO x 100%




Hasil Penilaian yang dikeluarkan oleh

serenphinon R Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan | indeks | 6770 | 6775 | e7g0 | 675 | 6790 | 675 | 95
gan Perlindungan Anak
Sasaran 2
Terpenuhinya upaya Indikator Sasaran 1 K ;::&:::i:;nb‘::fyﬂ‘: :::;u;hdan Predikat 501 550 600 610 620 640 640
perlindungan dan penjaminan Predikat Kota Layak Anak (Pratama) | (Pratama) | (Pratama) | (Madya) | (Madya) | (Madya) | (Madya)
hak anak Perlindungan Anak
Jumiah Fasilitas Pemerintah dan
Terpenuhinya Standar Fasilitas Persentase Fasilitas Pemerintah dan i :
Program Pemenuhan Hak 4 i i ; Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Sesuai "
Anak [PHA) ger';e:n;ah :an Fasilitas Kesehatan g?s;lgars Kesehatan Ramah Anak Sesuail Standar / Jurnlah Fasilitas Pemerintah dan % 36 37 38 39 39
S s ance Fasilitas Kesehatan x 100%
Meningkatnya Pencegahan dan Jumlah Anak yang Memeriukan
Proaram Perfindunaan Penanganan Tindak Kekerasan, Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan
Khm'ljsus Ak 9 Eksploitasi, Penelantaran, Perlindungan Khusus Yang Layanan Komprehensif / Jumlah Anak yang % 100 100 100 100 100 100 100
Perkawinan dan Perlakuan Salah  |Mendapatkan Layanan Komprehensif Memerlukan
Lainnya Terhadap Anak Perlindungan Khusus x 100%
Hasil Perhitungan yang dikeluarkan oleh
syt Bhnern A TN Kementerian Kependudukan dan oot B 7 us | 15 | s | 7
PO arg Pembangunan Keluarga
Sasaran 3
Meningkatkan kesejahteraan Indikator Sasaran 1 Hasil Perhitungan yang dikeluarkan oleh | Rata - Rata
keluarga dan pengendalian Angka kelahiran total (TFR) Per WUS Kementerian Kependudukan dan Anak Per 2,18 2,17 2,16 215 2,14 213 213
jumiah penduduk (15-49 tahun) Pembangunan Keluarga Wanita
Craabar Pengandakan Fofanisinve Peraribshan Jarish Angka Kelahiran Remaja Umur 15-18 Hasil Perhitungan yang dikeluarkan oleh l;ela:lé%ag
0gfam Fengendasa erkendalinya Pertambahan Jumiah \rop, 1 1age Specific Fertilty Rate (ASFR| Kementerian Kependudukan dan Pembangunan | -, 74 | am | 27 20 187 187 187
Penduduk Penduduk WUS 15-19
15-19 tahun) Keluarga
Tahun
|Meningkatnya Pemberdayaan dan ; i i
) Hasil Perhitungan yang dikeluarkan oleh
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Persentase Kebutuhan Ber-KB yang :
k P
Keluarga Berencana (KB) Pembinaan Keluarga Berencana Tidak Terpenuhi (Unmeet Need) et Kepen;l:ﬁl;r:: den Pemhengynen ® 164 Lo 162 161 L L 163
(KB)
|Meningkatnya Pemberdayaan dan , . .
) . Hasil Perhitungan yang dikeluarkan oleh
Peran Serta Masyarakat Dalam Angka Prevalensi Kontrasepsi Modem/ ;
Pemb: 9
Pembinaan Keluarga Berencana Modem Contraceptive (mCPR) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan % 60,5 61 62 63 64 65 65

(KB)

Keluarga




Jumlah keluarga berisiko stunting tahun lalu

Indikator Sasaran 2
(n-1)-Jumlah keluarga berisiko stunting tahun
Persentase Penurunan Keluara2 ini fahun n)Jumiah keluarga berisiko stunting Porsen | 0,13 % 2 2 2 2 2
BeINniY tahun lalu x 100%
Meningkatnya Pemberdayaan dan -~
Program Pemberdayaan dan - Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kelompok
oo [ bl e G | o Taasan | % | 2o | @ | oas | om o ms | w |
Sejahtera (KS) e s g 9 Keluarga x 100%
Indikator Sasaran 3 Jumlah Kelurahan dengan Lembaga
Persentase Lembaga Kemasyarakatan| ~Kemasyarakatan yang Aktif dalam Upaya
di Kelurahan yang Aktf datam Upaya | Peningkatan Keluarga SejahteralJumiah total | e | 100 100 10 00 | 100 10 100
Peningkatan Keluarga Sejahtera kelurahan x 100%
Program Administrasi izngg:a;ny:sg:a&iie:i?;i::an Persentase Fasilitasi Tata Kelola Jumiah kelurahan dengan kategori % 100 100 100 100 100 10 100
Pemerintahan Desa Keh;rahagn v Kelurahan berkembang/Total Jumlah Kelurahan x 100% ’
Program Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan ~|Meningkatnya Kapasitas Lembaga |Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Jumiah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
Lembaga Adat dan Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) |Lembaga Kemasyaratan Kelurahan yang aklif/ Jumlah Total Lembaga % 100 100 100 100 100 100 100
|Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan (LKK) Kemasyarakatan Kelurahan x 100%
Indikator Tujuan 4
Hasil Penjaminan Kualitas Manajemen| Hasil penilaian BPKP Level 3 3 3 3 3 3 3
Risiko Indeks (MRI) Perangkat Daerah
'?:;:;Tl:anya Implementasi Slkalor Nassrin i
Kebijakan SPIP secara Persantase Ponyelesaian Rencana | Hasil penllalan inspeltorat Kota Panghal | ooy | 409 100 100 | 100 | 100 | 100 100
. Tindak Lanjut Pengendalian (RTP) Pinang
Terintegrasi, Komprehensif dan Peranakat Daerah
Sistematis v
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan
kinerja perangkat daerah di kan
Program Penunjang Urusan  |Meningkatnya tata kelola dan Persentase ketersediaan dokumen dale;m gienpjea tar?un mﬁ;i;ﬁﬁuﬁgﬁﬁjmn
Pemerintahan Daerah akuntabilitas kinerja perangkat perencanaan dan pelaporan kinerja perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat % 100 100 100 100 100 100 100
Kabupaten/Kota daerah Perangkat Daerah daerah yang terealisasi dalam APBD tahun
berkenaan x 100 %
Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan
: ;4 ; keuangan perangkat daerah yang direncanakan
Persentase ketersediaan administrasi X
R ke gt | 0 tonia Thun Dirkimedn A dumih dokomen | o 100 100 100 100 100 100 100

daerah

administrasi dan pelaporan keuangan perangkat
daerah yang terealisasi dalam APBD tahun
berkenaan x 100 %




Persentase ketersediaan sarana dan
prasarana aparatur

Jumiah sarana dan prasarana aparatur yang

direncanakan dalam Renja tahun berkenaan /

Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang
terealisasi dalam APBD tahun berkenaan x 100 %

100

100

—an.

IRy
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WALI KOYA PANBKAL PINANG

' \ rs AGUSTU AFENDI, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA, IVic
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MBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK




